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BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 19 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 8/PM,K.O7 12020 tentang Tata Cara

Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran

2O2O, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendalaan Kelurahan

Setiap Kelurahan;

l. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

di Provinsi Sulawesi Utara (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (tembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20l l Nomor 82, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234\,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- c



Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2O2O Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; e



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.OT /2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 46);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupatl adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi

kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencara keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

BAR II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Thjuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan di setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.



Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jumlah DAU Tambahan bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2020;

b. rincian pembagian DAU Tambahan bantuan pendanaan Kelurahan setiap

Kelurahan di Daerah; dan

c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan bantuan pendanaan Kelurahan setiap

Kelurahan di Daerah.

Pasal 4

Jumlah DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00

(Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

(1) Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk setiap Kelurahan sebesar

Rp35O.000.000,0O (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Rincian Pembagian DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam t ampiran yang merupakal bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENGALOKASIAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 6

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4

untuk setiap kelurahan dia-lokasikan dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh

Kelurahan secara merata.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. @



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
I pada tanggal 18 Marer 2O2O

I

f,nurnrr KEeuLAUAN srAU TAGULANDANG BrARo/L

-o tti

Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 18 Marer

EVANGELIAN S

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN S]AU TAGULANDANG BIARO,

GAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TAHUN 2O2O NOMOR 19

SET

2020



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 19 TAHUN 2O2O
TENTANG PENETAPAN DANA AIOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

UPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIAROh

EVANGELIAN SINGEN

NO NAMA KELURAHAN

ALOKASI DAU
TAMBAHAN BANTUAN

PENDANAAN
KELURAHAN

(np)

1 Kelurahan Balehumara 350,000,000

2 Kelurahan Bahoi 350,000,000

3 Kelurahan Bahu 350,000,000

4 Kelurahan Tarorane 350,000,000

5 Kelurahan Tatahadeng 350,000,000

Kelurahan Bebali 350,000,000

Kelurahal Akesimbeka 350,000,000

8 Kelurahan Paseng 350,000,000

9 Kelurahan Ondong 350,000,000

i0 Kelurahan Paniki 350,000,000

TOTAL 3,s00,000,000
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